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Abstrak

Penerapan pidana minimum Kkhusus tindak pidana korupsi menimbulkan
permasalahan dalam praktik di Pengadilan Negeri Kandangan ternyata penjatuhan
putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara di bawah batas ancaman pidana
minimum khusus dengan legal reasoning masing-masing. Dalam suatu kasus
tertentu terkadang terjadi kontroversi yuridis ataupun terjadinya ketidakselarasan
dengan tujuan hukum itu sendiri. Penerapan pidana minimum terkadang tidak
sejalan dengan rasa keadilan sebagai salah satu bentuk tujuan hukum. Undang-
undang menghendaki hukuman minimum satu tahun tapi dalam kenyataannya
dihukum empat bulan atau enam bulan penjara. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi dan
mengetahui hambatannya di Pengadilan Negeri Kandangan. Penelitian ini dalam
bentuk diskriptif. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Data terdiri dari data
primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui Direktori Putusan Mahkamah
Agung dan refrensi dari beberapa buku. Analisis dilakukan secara kualitatif,
mengunakan cara berpikir deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Penerapan pidana minimum khusus tindak pidana korupsi di Pengadilam
Negeri Kandangan tidak dilaksanakan sepenuhnya pada setiap tindak pidana
korupsi adalah: adanya kebebasan hakim dalam memutuskan dan memberi
keadilan dalam setiap perkara yang diadili dan adanya pertimbangan atau alasan
memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang bersipat khusus yang harus
diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Di dalam menerapkan
sanksi minimum khusus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kangdangan
dipengarui oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, dan masyarakat itu
sendiri.
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Abstract

Application of minimum criminal corruption a criminal offence give rise to
special problems in practice in the District Court judge’s rulling the overthrow
turns kandangan that dropped the imprisonment under the limits of the minimum
specific criminal threats with the legal reasoning og the respective. In a particular
case or controversy occur sometimes juridical occurence depth with the intention
of the law itself. Application of minimum criminal sometimes not in line with the
sense of Justice as one of the purposes of the law. The legislation requires a
minimum sentence of one year but in reality was sentenced to four months or six
month in jail. The purpose of the study is to know the applicability of minimum
criminal special criminal offencce of corruption and find out resistance in the
District Court Home. This research in the form of a descriptive. This type of
research is the juridical normative. The data consists of primary and secondary
data collected through directories verdict of the Supreme Court and references
from several books. The analysis was done qualitatively, using deductive and
inductive way of thinking. The results showed that the application of a special
criminal offence minimum criminal corruption in State Court Kandangan is not
implemented fully on any criminal acts of corruption is the existence of the liberty
justice in deciding and give justice in every case was tried and the existence of
consideration or reason of aggravating and relieving as well as things that are
special to watch out for by judges in meting out the verdict. In applying the
minimum sanction of a special criminal offence of corruption in State Court ruling
factors influenced home alone, law enforcement, and the community itself.
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